
WALI KOTABATU
PROVINSI JAWA TIIf,UR

PERATURAIT WALI KOTA BATU
no oR 26 TAHrnr 2021

TENTANG

PERUBA.IIAIT ATAS PERATURAIT WALI KOTA BATU
NOMOR 1O5 TAIII'IT 2O2O TENTAI{G XEDI'DI'XAIT, SUSUITAI{

ORGAITISASI, I'RAIAN TUGAS DAIT FUI{GSI, SERTA TATA XERJA
SEI(RETARIAT DAERAII

DENGA.IT RAHMAT TT'HAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

Menirnbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal I Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2Ol9 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunar
dan Keuangan Daerah dan dalam rangka mendukung
pelaksanaan penyusunan kebijakal standar satuan ha-rga

dalam perencalaan kegiatan dan penyusunan anggaran,
perlu menetapkan Peratura-n Wali Kota +tentang Perubahan
atas Peraturar wali Kota Batu Nomor 105 Tahun 2020
tentang Kedudukan, Susunan Orgalisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi, serta Tata Keda Sekretariat Daerah;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 1I Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Batu (l€mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

2- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undalgan
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembararr Nega-ra Repubbk
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Taiun 2O11

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(kmbaran Negara Republik Indonesia Talun 2019
Nomor 183, Tambalarr Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);



3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Irmbaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l,embaran
Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerinta}ran Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbalar Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perargkat Daera} (I€mbaran Negara Republik Indonesia
Talun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2Ol9 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan l€mbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Taiun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesla Nomor 6041);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2O11 tentang Pemb€ntukan Peraturan Perundang-
undalgan;

8. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 5 Tahun 2017
tentarg Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah
Provinsi dal Daerah Kabupaten/Kota yang
Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan
Urusar Pemerintahan;

9, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2O15

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2O18 tenta-ng Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Talun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 56 Tahun 2019
tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Keda Sekrctariat
Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
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Menetapkan

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifftasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Batu Nomor 8 Tahun 2O2O terltaf,g Perubalan atas
Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

13. Peraturan WaIi Kota Batu Nomor 105 Tahun 2O2O

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi, serta Tata Keia Sekretariat Daerah;

MEMUTUSIIAN:

PERATURAIT WALI KOTA TENTANG PERI'BAIIAN ATAS
PERATURAN WALI XOTA BATU IIOMOR IO5 TAIIT'IT 2O2O
TEI{TAI{G X.EDUDT'XAIT, SUSUI{AII ORGAITISASI, URAIAI{
TUGAS DAIT FI'I{GSI, SERTA TATA KERJA SERRETARIAT
DAERAH,

Pasal I

Diantara ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf h dan huruf i
Peraturan Wali Kota Batu Nomor 105 Tahun 2020 tentang
Kedudukan, Susuna.n Organisasi, Uraian T\rgas dan Fungsi,
serta Tata Kerla Sekretariat Daerah disisipkan 1 (satu)
huruf, yaitu huruf h.1., sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 2()

(1) Sub Bagan Penyusunar Program mempunyai tugas
sebagai berikut:
a. menyusun rencarra kegiatan Sub Bagian

Penyusunan Program;
b. menyiapkal balan perumusal kebijakan di bidalg

penJrusunan program pembangunan daerah;
c. menyiapkan bahal penyusunan program

pembangunan daerah;
d. menyusun rencana kerja dan anggaral bidang

penyusunan program pembangunan daerah;
e. menyiapkan bahan penyusunan standar operasional

prosedur di bidang Penyusunan Program
pembangunan daerah;

I menyiapkar ba}larl pemmusan keb jjakarr

!,elaksanaan teknis penyusunan program
pembangunan daerah;
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g. menyusun dan mempersiapkan rencala kegiatan
penyusunar program pembalgunan daerah;

h. menyusun pedomal, petunjuk teknis, dan petunjuk
pelalsanaan penyusunan program pembangunan
daerah;

h.1. menyiapkan bahan kebljakan penyusunan analisis
standar harga;

i. melaksanakal koordinasi dengan pemerintah pusat,
provinsi, dan kabupaten/kota Lain dalam rangka
penJrusunan sinergitas program pembangunan
daerah;

j. melaksanal<an sosialisasi dan koordinasi dalarn
rangka penyusunan program pembangunan daerah;

k. melaksanakan penyusunan program pembangunan
dalam rangka nengembangkan akses pembargunan
daerah;

1. mengelola tat?- usaha, kepegawaial, darl
administlasi umum di tingkungar Bagian;

m. menyiapkal bahan koordinasi penyusunan program,
kegiatan, dan perundang-undangan;

n. mengoordinasikan pengelolaan keuangan lingkup
Bagian;

o. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan program
dal kegiatan bidang penyusunan program
pembangunan daerah; darl

p. melaksanakan tugas lain yarg djberikan oleh Kepala
Bagian Administrasi Pembangunan sesuai dengan
lingkup tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bagian Pengendalian ProBram mempunyai tugas
sebagai berikut:
a. menJrusun rencana kegiatan Sub Bagian

Pengendalian Program;
b. menlapkan bahan perumusan kebijakan di bidang

pengendalian program pembangunan daerah;
c. menyiapkan bahan penyusunan program

pengendalian program pembangunan daerah;
d. menyusun rencana keia dan arggaran bidang

pengendalian program;
e. menyiapkan bahan penyusunal atanda.r operasiona.l

prosedur di bidang pengendalian program;
f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan

pelaksanaal teknis pengendalian program
pembangunan daerah;

g. menyusun rencana dan pedomar kegiatal
pengendalian program pembangunan;
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h. menyiapkan bahan penyajiar data/inforrnasi hasil
monitoring pelaksaraan pembangunan ya-ng berasal
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

i. melaksanakan koordinasi dengar berbagai pihak
dalam ralgka mengendalikan sinergitas prograrn
pemtralgunan bait oleh pemerintah pusat, provinsi,
dan kabupaten/kota lain ;

j. melaksanakan pembinaan dan fasiijtast dalam
rangka pengendalian pelaksanaan program
pembalgunan;

k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
pelaksartaart kebijakar penyelenggaraal program
dar kegiatan bidang pengendaliar program
pembangunan daerah; dan

l. melal<sanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Admjnistrasi Pembargunar sesuai dengan
lingkup tugas dan fungsinya.

(3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporal mempunyai tugas
sebagai berikut:
a. menyusun rencala kegiatan Sub Bagian Evaluasi

dan Pelaporan;
b. menyiapkan bahan perumusan keb5akan di bidang

evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah;
c. menyiapkan bahan penyusunan program evaluasi

dan pelaporan pembangunan daerah;
d. menyusun rencana kerja dan anggaran bidang

evaluasi dan pelaporan pembalgunan daerah;
e. menyiapkan bahan penyusunan standar operasional

prosedur di bidang evaluasi dal pelaporan
pembangunan daerah;

f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan
pelaksanaan teknis evaluasi dan pelaporan
pembangunan daerah;

g. menyusun rencana dan pedoman evaluasi serta
pelaporan program pembalgunan daerah;

h. melal<sanakar koordinasi dan fasilitasi dalam rangka
pelaksaraan evaluasi program pembangunan
daerah;

i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan program
dan kegiatan bidang evaluasi dan pelaporan
pembangunan daerah; dan

j- melaksanakal tugas lairr yang diberikan oleh Kepala
Bagian Administrasi Pembangunar sesuar dengan
lingkup tugas dan fungsinya.
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Pasal II

Peraturan Wali Kota
diundangkan.

ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkaa
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 8 nprit ZOZL

SALI KOTA BATU,

DEVANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 8 ap.it ZOZ1

DAERAH KOTA BATU,

ZADIM EFFISIENSI

BERTTA DAERAH KorA BATU TAHUN 2021 NoMoR 20/O

Etai
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